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ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Dani Kurniawan

NIM : 180801054

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : llmu Sosial dan IImu Pemerintahan
Judul : Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam® Memanfaatkan Pokok pikiran
Untuk Menjaga Pemilihnya Studi Kasus
Dapil 6 Aceh Timur 2019 — 2020

Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr.Sayed Amirul Kamal
Pembimbing II : Arif Akbar M.A.

Efektivitas Dewan Dalam Memanfaatkan Dana pokok pikiran (Pokir) untuk
merawat basis pemilih terlihat dalam beberapa program aspirasi Dana Pokir yang
diberikan oleh anggota dewan untuk dapil 6 yaitu TgkMurhaban Makam
danMuhammad Yunus untuk beberapa jenis program di antaranya Penyaluran
Bantuan Mesjid dan pengembangan Santri, Pemberian bantuan Peternakan Lembu
serta Pemberian Bantuan Rumah Dhuafa dan Bibit Bagi Petani serta Mesin Jahit.
Namun ada beberapa saran yang mesti adanya pengawasan yang menyeluruh
sehingga penggunaan dan tersebut sesuai dengan/ kebutuhan dan tepat
sasaran.Penelitian ini beriujuan untuk mengetahui Efektivitas Dewan Dalam
Memanfaatkan Dana pokok pikiran (Pokir) dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta apasaja program yang diberikan dalam merawat basis
pemilih didaerah dapil 6. Dalam hal penelitian ini yaitu kabupaten Aceh Timur
dan sebagaimana disebutkan dalam Aturan yang menjadi inspirasi atau semangat
pengelolaan Dana Pokir diantaranya Undang Undang no 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah tentang lembaga dewan-adalah menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Sumber data yang digunakan'meliputi data primer dan data sekunder.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif supaya di peroleh data secara
alamiah (natural) dan menyeluruh. Sesuai dengan data yang diperoleh dari
lapangan,dengan mengacu  pada teori Pantron klien. Angota Dewan
telahmenjalankan semuafungsinyanamun belum secara optimaldan menyeluruh.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan program dana pokir
untuk merawat basis pemilih dengan menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta kelompok. Meskipun dana yang disalurkan masih belum
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena berbagai kendala namun anggota
dewan telah menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat didapil pemilihannya Anggota memiliki kendala diantaranya

viil



adalah pemotongan Anggaran, sehingga banyak yang belum mendapatkan
maanfaat.
KataKunci: Anggota dewan, Aspirasi, dana pokok pikira (pokir) dan Masyarakat

AR-RANIRY




BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengkaji permasalahan pembangunan daerah, menerima masukan, dan
menyampaikan Program dan Kegiatan kepada Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) merupakan fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kajian
Pokir sebagaimana diamanatkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
mengkaji persoalan-persoalan terkait pembangunan daerah yang diperoleh dari
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui analisis risalah rapat dan/atau dengar
pendapat pasca jeda aspirasi.

Sebelum usulan disetujui, dilakukan langkah-langkah dalam proses Sistem
Informasi Pemerintahan  Daerah (SIPD) sebagai berikut: Sekda membuat
rekening, Dewan memasukkan Pokir, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) mengesahkan, dan terakhir. usulan<disctujui. Aturan seperti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan
Pokir.Bukan jumlah vang yang disodorkan dalam pemikiran, namun perebutan
ambisi, disitulah letak optimismenya. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah untuk menyediakan dana yang diperlukan bagi
pelaksanaan pokir. Selain itu, kemampuan keuangan daerah saat ini sangat
lemah.Hal ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang diajukan perlu

diselesaikan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.



Mewujudkan prinsip-prinsip desentralisasi asimetris di daerah secara
efektif, efisien, legal, ekonomis, dan efisien untuk mencapai tujuan otonomi
khusus, yaitu kesejahteraan masyarakat, merupakan titik tolak kegiatan
pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
berbagai hal.sumber pemasukan dan pengeluaran.'

Adanya pendanaan otonomi yang unik di Provinsi Aceh memungkinkan
pemerintah memenuhi seluruh janji kampanyenya, khususnya bagi daerah-daerah
yang memiliki pendapatan asli daerah. Struktur pemerintahan yang demokratis
dan harmonis, baik melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal
(antar daerah), merupakan cita-cita politik yang harus dicapai dengan
mengalokasikan  status otonomi khusus (desentralisasi asimetris) dan
mengucurkan dana. = daerah-daerah di 'Tndonesia telah menganut sistem
desentralisasi atau otonomi khusus. Wilayah tersebut antaralain Provinsi Aceh,
DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.
Beberapa faktor mendorong berkembangnyakebijakan simetris, antara lain: Yang
pertama adalah kenyataan bahwa kawasan-kawasan unik telah ditetapkan
berdasarkan kesepakatan sejarah yang telah dikodifikasikan dalam konstitusi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan sebagai pengawas dan gubernur
sebagai kepala pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan penuh atas
pengalokasian dana otonomi khusus. Pokir didasarkan pada undang-undang
seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Pemda).

! Dwiajie,R.2013.Kontribusi Penerimaan Retribusi Sub sektor Perkebunan Terhadap PAD
Provinsi Lampung Tahun 2004-2011.



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai beberapa tugas,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Selain mengawasi dan mengatur wilayah,
ada juga tugas yang berkaitan dengan anggaran.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
berkewajiban mempertahankan harapan dan impian rakyat sesuai Pasal 104. Lebih
tegasnya lagi, Pasal .54 mengarahkan Badan Anggaran (Banggar) untuk
memberikan rekomendasi dan pandangan yang dikemukakan sebagai konsep
utama.Selain itu, tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah
mengawasi dana Pokir.Hal ini untuk memastikan bahwa program yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar, sesuai dengan semua peraturan
perundang-undangan yang relevan, dan sesuai dengan harapan masyarakat yang
diwakilinya.

Pilihan ini harus didasarkan pada harapan dam impian masyarakat pasca
rehat atau berkumpul. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mempunyai
kewenangan menawarkan dana Pokir jika ingin ada. Kecil kemungkinannya
kepala dacrah bisa langsung mendapatkan.dana Pokir yang disarankan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Acch. Namun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMD) dan pertimbangan kemampuan keuangan
daerah akan melalui kajian dan diselaraskan dengan program prioritas
pembangunan. Perlu juga diwaspadai bahwa anggota dewan wajib mengikuti
kegiatan reses dan menyerap ambisi. Anggota yang tidak melaksanakan kegiatan
reses dan tidak mempunyai aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya, dapat
dikatakan sebagai wakil rakyat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melakukan pengkhianatan terhadap



masyarakat yang diwakilinya.

Dalam rangka memajukan dan memajukan daerah Aceh, khususnya
wilayah Aceh Timur, sangat bermanfaat jika ide dan ambisi dewan disalurkan.
Pembelian Rumah Duafa menjadi salah satu prioritas pengalokasian dana pokok.
Pada tahun 2020, total.rumah yang dibangun di Aceh Timur sebanyak 142 unit,
Aceh Utara 140 unit, dan Bireuen 105 unit. Kabupaten-kabupaten ini menerima
dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pada saat yang sama,
satu hunian merupakan kebutuhan minimum di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh
Barat Daya. Kami juga ingin mencermati kebijakan ini dan memberikan masukan
serta rekomendasi yang bermanfaat agar masyarakat Aceh dapat meningkatkan
taraf hidupnya.”

Selain itu, terdapat para dermawan yang berkontribusi secara finansial
untuk mendirikan koperasi, yang pada gilirannya memungkinkan koperasi untuk
beternak dan menjual berbagai hewan ternak dan barang pertanian kepada
anggotanya dan daerah sckitarnya.Pupuk® organik, ikan lele, insektisida,
penghijauan pakan sapi, sayuran organik, jasa ‘tukang kebun dan kesehatan
tanaman, pelatihan dan pemagangan hanyalah beberapa di antara manfaat yang
diciptakan ‘oleh Koperasi Peternakan.Pembangunan Ruang Santri Dayah dan
infrastruktur untuk kompetisi olahraga sepak bola tingkat kabupaten juga
merupakan bagian dari skema serupa di Aceh Timur. Kita tahu, dari enam calon
yang berhasil lolos dalam Pilkada Dewan Perwakilan RakyatAceh, ada enam

orang yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur: Tgk Muhammad Yunus M Yusuf

*anggaran-rumah-dhuafa-dan-dayah-fraksi-demokrat-terima-lpj-apba-2020 Tribunsnews



(PA), Iskandar Usman Al Farlaky (PA), Martini ( PA), Murhaban Makam (PPP),
Muhammad Yunus (Demokrat), dan Ridwan Abubakar (PDA). Usulan pokir juga
merinci besar kecilnya pokir.Rekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA).?
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud
ingin meneliti terkait~“Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dalam
memfaatkan pokok pikiran untuk menjaga pemilihnya studi kasus dapil 6 Aceh
timur 2019 - 2020” Dengan fokus lebih tepatnya terkait dengan realaisasi dana
pokir oleh anggota Dewan Perwakilan Aceh di daerah pemilihan dapil 6 Aceh

timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di identifikasi kan
masalah dalam penulisan yaitu sebagai berikut
1. Bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Memanfaatkan Pokok

Pokok Pikiran (POKIR) untuk menjaga pemilthnya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana pokir dalam menjaga kostituen daerah

pemilihannya ?

*nttps://aceh. tribunnews.com/2019/08/24/ini-nama-8 1 -anggota-Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)a-periode-2019-2024-lengkap-dengan-perolehan-suara



1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis

Untuk itu, kajian ini kami lakukan dengan harapan dapat membuka jalan
bagi kajian-kajian selanjutnya di bidang.ilmu politik yang mengkaji kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melindungi kepentingan konstituennya
melalui pelaksanaan kekuasaan politik.Untuk membantu pemerintah mengambil
keputusan yang lebih baik, kajian ini juga menjadi masukan bagi Dewan
Perwakilan Daerah Aceh Dapil 6 Aceh Timur, khususnya terkait dengan

kebijakan politik.

2. Manfaat Praktis

a. Ini mempunyai potensi untuk menambah pengetahuan para sarjana dan
berfungsi sebagai sumber untuk penelitian masa depan.

b. Membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam
menjalankan tugas sebagai pengelola_wang pokir dan menunaikan
tanggung jawab sebagai warga negara.

c. Demi kepentingan masyarakat, mengumpulkan informasi yang
memungkinkan mereka mengevaluasi dan menelusuri bagaimana Dewan

Perwakilan RakyatDPR) dan pemerintah menggunakan Dana Pokir.



1.5. Penjelasan Istilah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat
menyumbangkan pemikiran dan gagasannya dalam agenda rutin tahunan yang
telah ditetapkan melalui PP Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 12-Tahun 2018 tentang penyusunan peraturan perundang-
undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan aspirasi masyarakat. Tanggung
jawab untuk mewujudkan ide-ide ini ada pada anggota dewan.membuahkan hasil
di kotak suara.

Dalam konteks ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu lebih
proaktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang
relevan dan tepat sasaran. Pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu lokal dan
nasional akan memperkuvat legitimasi_mereka dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap lembaga legislatif. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu
memperkuat posisi mereka di parlemen dan merath dukungan elektoral yang lebih
besar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran penting
dalam menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan masyarakat
dalam dinamika demokrasi yang terus berkembang. Anggota legislatif diharuskan
untuk memahami secara menyeluruh berbagai masalah yang dihadapi masyarakat,
baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti ekonomi, sosial, kesehatan,
pendidikan, dan keamanan. Setiap masalah ini membutuhkan tindakan nyata dari

wakil rakyat.



Kebijakan yang efektif tergantung pada proses legislatif yang baik dan
kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghubungkan
aspirasi publik dengan kebijakan yang dibuat. Untuk mencapai hal ini, anggota
legislatif harus sangat peka terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan
nasional.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berkonsentrasi pada
membangun hubungan jangka panjang dengan warga mereka jika mereka ingin
mempertahankan dukungan elektoral dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini
bukan hanya tentang mendapatkan suara pada pemilu berikutnya, tetapi juga
tentang membangun kepercayaan yang abadi melalui keterlibatan dan diskusi
yang terbuka. Program pelayanan masyarakat, seperti forum dialog berkala dan
kegiatan sosial, serta pendidikan politik dan penyuluhan, dapat membantu anggota
DPR lebih dekat dengan masyarakat yang mereka wakili. Hubungan yang
berkelanjutan harus memastikan bahwa anggota DPR dapat menerima kritik dan
masukan serta bersedia untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang mercka
buat. Proses ini akan menciptakan citra yang baik tentang mereka sebagai
perwakilan rakyat yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

Selain itu, anggota legislatif harus mengambil pendekatan yang lebih
inklusif dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berbeda dalam proses
pengambilan keputusan. Tidak hanya keterlibatan ini memperluas pandangan
tentang perumusan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang
dibuat lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Anggota DPR

dapat membuat kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dengan mendengarkan



dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak. Setiap tindakan yang
diambil oleh anggota DPR harus transparan. Transparansi ini dapat dicapai

dengan laporan berkala tentang tindakan mereka, memberikan penjelasan tentang

alasan keputusan kebijakan tertent nemberikan informasi kepada publik.

Dengan cara ini, masya aimana kebijakan dibuat

dan merasa lebih t

Spildldszeln

*
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